Abstrak

Pelaksanaan BPHTB juga melibatkan banyak pihak seperti Kantor Pertanahan, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Bank, Pemerintah Daerah. Selaku pejabat umum dalam hal ini Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dalam hal melakukan pekerjaannya sebagai pembuat akta tanah tidak bisa terlepas dari perpajakan. Dalam hal ini, perlu diteliti mengenai pelaksanaan proses validasi oleh BPPKAD Kabupaten Brebes atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap peralihan hak atas tanah yang terjadi karena Jual Beli dan pelaksanaan pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melalui verifikasi dan validasi jika dikaitkan dengan asas kepastian hukum.
Penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan/ perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif, dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang mekanisme penentuan saat terutangnya Bea Perolehan Hask Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikaitkan dengan proses Validasi Pajak.
Berdasarkan penelitian, pelaksanaan proses validasi oleh BPPKAD Kabupaten Brebes atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap peralihan hak atas tanah yang terjadi karena Jual Beli menimbulkan ketidakpastian, baik nilai transaksinya yang bisa berubah, perhitungan maupun jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, setelah hasil validasi yang dilakukan oleh dinas pengelola BPHTB, disamping keharusan validasi melalui proses yang memakan waktu dan berakibat menghambat proses pendaftaran peralihan hak atas tanah. Pelaksanaan pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melalui verifikasi dan validasi jika dikaitkan dengan asas kepastian hokum, maka perlu ditentukan nilai yang pasti sebagai dasar perhitungan BPHTB oleh instansi yang berwenang, misalnya dengan menggunakan Nilai  Jual  Obyek  Pajak  pada  Pajak  Bumi  dan Bangunan (NJOP PBB) yang tercantum dalam  Surat Pemberitahuan  Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), atau nilai yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
Untuk kepastian dalam pembayaran BPHTB, maka DPPKAD  perlu menentukan nilai yang pasti sebagai dasar perhitungan BPHTB, misalnya dengan menggunakan  Nilai  Jual  Obyek  Pajak  pada  Pajak  Bumi dan Bangunan  (NJOP PBB) yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), atau nilai yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Diharapkan kerjasama yang sudah terjalin dengan baik antara pemerintah daerah melalui DPPKA dengan Notaris/PPAT, BPN serta KPP Pratama dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB di daerah harus terus ditingkatkan mengingat peningkatan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak mempunyai peranan dalam meningkatkan potensi dari pajak BPHTB.
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The implementation of BPHTB also involves many parties such as the Land Office, Notaries, Land Deed Officials (PPAT), Banks, Regional Governments. As a public official, in this case a Notary as a Land Deed Making Officer (PPAT), in terms of carrying out his work as a land deed maker, he cannot be separated from taxation. In this case, it is necessary to examine the implementation of the validation process by BPPKAD Brebes Regency for Land and Building Rights Acquisition Fees (BPHTB) for the transfer of land rights that occur due to sale and purchase and implementation of the imposition of Land and Building Rights Acquisition Fees (BPHTB) through verification. and validation if associated with the principle of legal certainty.
In this study, the method used is juridical empirical, namely an approach taken to analyze the extent to which a regulation/law or law is currently in effect effectively, in this case the approach is used to analyze qualitatively the mechanism for determining when Acquisition Duty is payable Land and Building Hask (BPHTB) is associated with the Tax Validation process.
Based on research, the implementation of the validation process by BPPKAD Brebes Regency on Land and Building Rights Acquisition Fees (BPHTB) for the transfer of land rights that occur due to sale and purchase creates uncertainty, both the transaction value that can change, the calculation and the amount of tax that must be paid by the taxpayer. taxes, after the results of the validation carried out by the BPHTB management office, in addition to the validation requirement through a process that takes time and results in hampering the process of registering the transfer of land rights. Implementation of the imposition of Land and Building Rights Acquisition Fees (BPHTB) through verification and validation if it is related to the principle of legal certainty, it is necessary to determine an exact value as the basis for  calculating BPHTB by the authorized agency, for example by using the Selling Value of Tax Objects in Land and Building Tax (NJOP PBB) listed in the Notice of Taxes Payable on Land and Building Tax (SPPT PBB), or the value determined by the competent authority.
For certainty in paying BPHTB, the DPPKAD needs to determine a definite value as the basis for calculating BPHTB, for example by using the Sales Value of Tax Objects on Land and Building Tax (NJOP PBB) listed in the Notification Letter of Taxes Payable on Land and Building Tax (SPPT PBB), or the value determined by the competent authority. It is hoped that the cooperation that has been well established between the regional government through the DPPKA with Notaries/PPAT, BPN and  KPP Pratama in the implementation of BPHTB collection in the regions must continue to be improved considering that improving good service to taxpayers has a role in increasing the potential of BPHTB taxes.
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